
 

 

ABSTRAK 

 

Nama : Elvan TaufiqSubhan, Judul Skripsi :Kedudukan Bentuk Usaha 

Tetap (BUT) Sebagai Subjek Pajak Dihubungkan Dengan Konsep Subjek Hukum 

Dalam Bidang Ilmu Hukum.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah,yaitu keberadaan bentuk 

usaha tetap (BUT) dalam Undang-Undang Pajak  Penghasilan termasuk unsur 

atau bagian subjek pajak yang mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) 

menegaskan, bahwa yang menjadi subjek pajaka dalah a. 1) orang pribadi, 2). 

waris. b. badandan c. bentukusahatetap (BUT),  padahal yang menjadi subjek 

hukum dalam teori ilmu hukum hanya ada dua yaitu pertama orang pribadi dan 

kedua badan hukum. 

Tujuan penelitian ini antara lain pertama untuk menemukan kepastian 

hukum Bentuk Usaha Tetap(BUT) sebagai subjek pajak bila dihubungkan dengan 

subjek hukum dalam bidang ilmu hukum.Kedua, Untuk menemukan subjek pajak 

dalam undang-undang bidang perpajakan di Indonesia yang sesuai dengan konsep 

subjek hukum dalam bidang ilmu hukum. 

Kerangka pemikiran : Teori yang digunakanya itu pertama, teori hukum 

pembangunan, kedua, teori subjek hukum dan ketiga teoribadan hukum 

Metode penelitian ini bersifat deskriftifanalitis, dengan menggunakan 

pendekatan metode yuridis normatif yaitu perolehan atas data sekundersebagai 

data utama, yang diawali dengan inventarisasi hukum positif yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan,  teori 

hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan pertama, kedudukan Bentuk Usaha Tetap  

(BUT) sebagai unsur atau bagian dari subjek pajak yang berdiri sendiri dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, apabila 

dihubungkan dengan konsep subjek hukum dalam bidang ilmu hukum, tidak 

memiliki kepastian hukum.Kedua, konsep subjek pajak dalam undang-undang 

bidang perpajakan di Indonesia yang sesuai dengan konsep subjek hukum dalam 

bidang ilmu hukum yaitu bahwa subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan 

hukum.Jadi, dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentangPajakPenghasilanPasal 2 ayat 

(1) waris dan bentuk usaha (BUT) harus dihilangkan. 
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